MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SS/PERMENTAN/KR 040/ 11/2016

TENTANG

' PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN PANGAN

Menimbang

voa.

SEGAR ASAL ’I‘UMBUI—IAN

DENGAN RAI-IMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PER'TAN'IAN REPUBLIK INDONESIA,
‘bahwa pengawaéén keamanan pémgaﬁ terhadap

 pemasukan . dan pengeluaran pangan segar asal

'.rtumbuhan telah dlatur dalam Peraturan Menteri

Pertanian Nomor O4/Permentan/PP-.340/ 272015

tentang Pengawasan Keamanan Jangan terhadap

Pemasukan dan Pengeluaran 'Pangan' ‘Segar Asal
Tumbuhan sebagaimana telah  diubah dengan
Peraturan Mcnten Pertanian Nomor 13/Permentan /
KR.040/4 /2016 tentang Perubahan atas Peraturan

.Menterl Pertanian Nomor- O4/Permentan/PP.340/

 2/2015 tentang Pehgawasah, Keamanan Pangan

tcrhédap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar

‘Asal Tumbuhan; ..
- bahwa ‘d'en'gan perkembangan lingkungan strategis,

o ilmil pengetahuan ‘dan . teknologt, Peraturan Menteri -

" Pertanian No_mor 04 /Permentan/PP.340/2/ 2015

tentang Pengawasan Keamanan lF’amgan terhadap

- Pemasukan ‘dan Pengcluaran Pangan Segar Asal

.~ Tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan



Mehgihgat
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Peraturan Menteri Pertanian Nomof 13/ Permentan /

| KR.040/14 /2016 'tentang‘ Perubahan atas Peraturan

Menteri Pertanian Nomor .‘0'4/lPermentan/ PP.340/
2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan
terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Péngan Segar
Asal Tumbuhan, pe}lu ditinjau kembali; | | |

bahwa berdaéarkan pertimbangan sebagairﬁana
dimaksud dalam “huruf a dan huruf b, periu

" menetapkan Peraturan Menteri Pertanian- tentang

Pengawasan ‘Keaman.én Pangan terhadap Pemasukan

Pangan Segar Asal Tumbuhan;

_Uhdang—Undang- Nomo; 16 Tahun 1992 tentang

Karantina Hewan, Ikan, dan Tqmbuhan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,

~ Tambahan Lembaran ‘Negara Republik Indonesia

Nomor 3482); | |
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement EStablishing the World Trade
Organization (Perse_:tﬁjuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
Undang-Undahg ‘Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, " Tambahan
Lembaran Negara Repﬁblik Indonesia Nomor 3821);

.Unda'ng-Unda'ngt Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia

~Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia"Nomor 5170); -

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pémgén (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5360);



- 10.

.11,

12.
- Kementerian Pertanian (I@-mbarén Negara Republik
13.

14,

- 15.

Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

,Standardlsam dan Pemla_lan Kesesuaian (Lemba_ran

Negara Republlk Indonesm Tahun 2014 Nomor 216,

_Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Nomor 5584); L . ‘
-Undang;Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang

" Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5613}; , |
Peraturan Pemerintah Nomor 102 ’i‘ahun 2000 tentang
Standardisasi Nas1pna1 (Lembaran . Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan
Lembaran 'Negaré Republik Indonesia Nomor 4020);
l’-’eratur_an Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Nega}é Republik Indonesia Nomor 4196);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang

'Keam'anan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia = Tahun 2004 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara .Republik. Indonesia
Nomor 4424); _ ) .

Peraturan Presiden - Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Orgamsas1 Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomqr 45 Tahun 2015 téntang

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Meﬁteﬁ Pertania.n Nomor 58/Permentan/
OT.140/8/2007  tentang Pelaksanaan = Sistem
Standardisasi‘ Nasional di Bidang 'Pertanianj '

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/

. OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 /Perméntan/
OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan



.

16.

- 17.

18.

19,

20.

Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina ke dalam Wilayah Negara in_donesia (Berita

‘Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
' Peraturan Menteri. Pertanian Nomor 44/ Permentan/

OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca

- Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (Good

Handling Practtces) (Benta Negara chubhk Indonesia
Tahun 2009 Nomor 398); ‘ '
Peraturan Menten Pertanian Nomor 48/ Permentan/
0T.140/10/2009 tentang Pedoman Budldaya Buah
dan Sayur yang ‘Baik (Good Agriculture Practices for
Fruit and Vegetables) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 402); |

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/ Pérmentan/
OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan
Kararitina dan Orgamsme Pengganggu Tumbuhan
Karantma (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun

- 2012 Nomor 7) sebagaumana telah diubah dengan

Peiraturan‘ Menteri Pertanian Nomor 44/ Permentan/
OT.140/3/ 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 94/ Pérmentan/ OT.140/
12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran'
Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan
Orgamsme Pcngganggu Tumbuhan Karantina (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
Peraturan Menteri _Perté.nian Nomor 42/Permentan/
OT.140/6/2012  tentang Tindakan Karantina
Tumbuhan wuntuk Pemasukan Buah Segar dan
Sajrur'an Buah Segar ke dalam Wilayah Negara
Repﬁblik Indonesia (Berita Negéra chublik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 631);

-Peraturan Menteri Pertaman Nomor 43/ Permentan /

OT.140/6/2012  tentang Tindakan  Karantina
Tumbuban untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis
Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
(Berita‘Negaré Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
632); ‘



Menetapkan
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- 21, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/

OT.140/3/ 2014  tentang Tindakan Karantina
Tumbuhan di luar = Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran (Berite; Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 351);

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan/

~ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian - (Berita Negara Republik
' Indoneéié Tahun 2015 Nomor 1243); |

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentah/

 KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen
Tindakan Karantina 'Tu_mbuhan dan Pengawasan
Keamanan Pé.ngan Segar Asal Tumbuhan (Berita.
Negarﬁ Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 564);

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN ~ MENTERI  PERTANIAN  TENTANG

PENGAWASAN ~ KEAMANAN  PANGAN  TERHADAP
PEMASUKAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN. -

" BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pang'anl adaléh segala sesuatu yang berasal dari

sumber hayati -produk pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air,
baik yang diolah maupun tidak . diolah yang
diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi
.konsﬁmsi : manusié,’ terrnaéuk bahan . tambahan
pangan, bahan baku pangén, dan bahan lainnya yang
digunakan dalam ‘prose,é penyiapan, pengolahan,

dan/atau pembuatan makanan atau minuman.



2. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam
nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum -
 diolah maupun telah diolah. | |
3. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya‘
- disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan belum
mengalami 'pengolahéu'.i dapat dikonsumsi ‘secara
langsung dan/atau dapat menjadi bahan baku
pengolahan pangan. ' |
"4, Pemasukan adalah serangkalan keglatan memasukkan
' PSAT dari luar negeri ke dalam w11ayah Negara
Repubhk Indonesia melalui tempat pemasukan yang
telah dltetapkan
5. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pclabuhan '
sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara,
kantor pos, pos lintas batas negara dan dry-port yang
telah ditetapkan sebagai tempat pemasukan.
6. Pengawasan “ada_lah serangkaian tindakan untukl‘
memastikan PSAT yang dimasukkan ke 'Wilayah
Negara Republik Indonesia memenuhi 'persyaratan :

keamanan pangan.’

| - Pasal 2 _ |
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar
pelaksanaan Pengawasan ‘keamanan PSAT dcngan tujuan
untuk memberikan kepasnan dalam pelaksanaan

Pemasukan PSAT memenuhi keamanan pangan.

Paéal3 ‘
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi analisa
risiko, pchyaratén- Pemasukan, pengakuan = sistem
pengawasan dan registrasi laboratorium penguji kearﬁanan
PSAT suatu negafa, ' Péngaﬁrasan Pemasukan, pembekuan
dan pencébutan pengakuan, pencabutan registrasi, dan
- penutupan Pemasukan PSAT dari negara yang belum
~diberikan pengakuah dan negara yang belum memiliki

laboratorium teregistrasi.



 BABII
ANALISA RISIKO

‘Pasal 4

- Pemasukan PSAT dilakukén berdasarkan analisa risiko

keamanan pangan.

Pasal 5

Analisa risiko keamanan pangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dilakukan dalam penetapan:

Aa.
. b.

: m

@

3)

persyaratan Pemasukan
pengakuan sistem. pengawasan dan registrasi
laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara;

Pengawasan Pemasukan; dan

monitoring.
| BAB III
PERSYARATAN PEMASUKAN
Pasal 6

Pemasukan PSAT untuk diedarkan harus memenuhi
keamanan PSAT. |

Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi cemaran kimia dan cemaran biologi yang
tidak melampaui baﬁs maksimum. -

Cemaran kimia, cemaran - biologi, dan batas

‘maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta
‘jenis PSAT tercantum dalam Lampiran 1 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 'Peratufan

‘Menteri ini.

Pasa.l 7

Pemasukan PSAT . .sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 6

a.

. b.

ayat (1) dapat berasal dari negara yang mem111k_1.

sistem pengawasan keamanan PSAT diakui; atau
laboratorium p_enguji keamanan: PSAT yang telah

diregistrasi.



(1)

(2

Pasa.l 8

_Pemasukan PSAT berasal dari negara yang memiliki

sistem  pengawasan keamanan PSAT  diakui
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Wajib
disertai keterangan PSAT (prior notice).

Pemasukan PSAT berasal dari negara yang memiliki
_laiboratorium penguji keamanan PSAT yang telah
diregisti‘asi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b, wajib disertai: |

a. ketcrangan PSAT (prior notice); dan

b. sertlﬁkat hasil uji (Certlﬁcate of Analyszs)

" Pasal 9

‘Dalam hal Pemasukan PSAT berasal dari negara selam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, WaJ1b disertai:

a.
b.

(1)

- (2)

- (3)

(1)

keterangan PSAT (prior notzce], dan

‘semﬁkat keamanan pangan

“Pasal 10

Keterangan PSAT (prior notice) sebagaimana chmaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dan Pasal
9 huruf a diterbitkan oleh eksportir di negara asal.

Dalam hal eksportir tidak berada di negara asal,
keteraﬁgan PSAT (prior notice) sebégaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh kuasanya di
negara asal.

Keterangan PSAT (prior notice) sebagannana dlmaksud
pada ayat (1) sesuai dengan Format-1.

Pasal 11 ‘
Dalarn hal PSAT transit d1 suatu negara dan terjadi
pengurangan volume PSAT Pemasukan PSAT dari:
‘a. negara yang memiliki sistem pengawasan
keamanan PSAT diakui, wajib disertai keterangan
PSAT (pnor notice) dan keterangan PSAT transit

(pnor notzce for transit);



3)

(1)

@

b. negara yang memiliki laboratorium pengujl
keamanan PSAT yang telah diregistrasi, wa_ub
'd1sertal keterangan PSAT (prior notice), sertifikat
hasil uji (Certt_ﬁcate of Analysis), dan keterangan

" PSAT transit (pnor notice for trans:t), atau

C. negara yang _31stem pengawasan keamanan PSAT

belum diakui atau memiliki laboratorium penguji

* keamanan PSAT belum diregistrasi, wajib disertai
keterahgan_ PSAT ~(prior = notice), - sertifikat
keamanan pang'ari dan keterangan PSAT transit
{prior notice for transzt)

Keterangan PSAT transit (pnor notice for transzt)

_sebagmmana d1maksud pada ayat (1) diterbitkan oleh,

eksportlr di negara transit. .

Dalam hal eksportir tidak berada di negara transit,
keterangan PSAT . transit (prior notice for ftransit)
sebagainiana dimaksud pada ayat {1) dapat diterbitkan
oleh kuasanya di negara transit. |
Keterangan PSAT transit (prior notice for transif)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

Format-2,

- Pasal 12

Keterangan PSAT (prior notice) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 dan keterangan PSAT transit (prior
notice for transif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11, wajib diséinpaikan oleh eksportir atau kuasanyé
secara online melalui portal resmi Badan Karantina
Pertanian atau secara manual. | |

Penyampaian keter_angé.n PSAT (prior notice) dan
keterangan PSAT tr,énsit (prior notice for transit) secara
,onliné sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

mendapatkan kode khusus (barcode). -



)
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(2)
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Pasal 13 |
Sertifikat hasil uji (Certzﬁcate of Analysis) sebagalmana

'dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b d1terb1tkan

oleh laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah

- diregistrasi.

Sertiﬂkat hasil uji (Certificate of Andlysis) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Inggris -
memuat paling kurang:
a. identitas PSAT

b. identitas pemilik;
‘ identitas‘ kirima:f_l_ (consignment);
tanggal pengujian,;
~metode pengujian;
nomor dan tanggal seftiﬁkat; dan
hasil pengujian. | |

Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf g harus lebih kecil atau sama den'gan batas

maksimum fesiciu dan/atau cemaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

| Pasal 14
Sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf b menggunakan bahasa Inggris

dan .diterb_itkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi

atau otoritas kompeten keamanan PSAT dari negara
asal. | | | | |

Sertifikat keamanan- pangan ‘seba.gaimana dimaksud
pada ayat (1) mempakan jaminan teﬁulis yaﬁg

diberikan oleh lembaga' sertifikasi terakreditasi atau

otoritas kompeten keamanan PSAT dari negara asal
yang 'menyatakan bahwa PSAT aman dan layak

dikonsumsi.
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BAB IV

PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN DAN REGISTRASI

LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PSAT SUATU
NEGARA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengakuan

Pasal 15

‘Suatu negara dapat diakui sistem pengawasan keamanan

- PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a jika

telah memiliki dan menerapkan kebijakan mengenai cara:

a.

W

- (2)

(3)

budi daya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP);
dan ' | |

penanganan yang baik ( Good Handling Practices/GHP}).

‘Bagian Kedua

Tata Cara Pengakuan

Pasal 16
“O'tc‘nritas‘ kompetén keamanan PSAT atau pérwakilan
pemerintah hegara asal mengajukan permochonan
pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT secara
tertulis  kepada A_Men‘teri melalui Kepala Badan
Karantiria Pertanian, sesuai dengan Format-3. _
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan informasi Imehgenai sistem
pengawasan keamanan PSAT negara pemohon.
'Informasi. sébagaiména ~dimaksud padab ayat (2)
me11put1

a. kebijakan keamanan pangan

o

jenis PSAT yang dlajukan, |
c. . tempat produksi yang menerapkan GAP;
d. tcrﬁpat penanganan yang menerapkan GHP;
e. sistem monitoring keamanan PSAT,
f. hasil monitoring keamanan PSAT paling kurang 3

(tiga) tahun terakhir;



@)

(1)

@

(3)

4
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g daftar 1‘abc':ratoriumrpenguji keamanan PSAT;

h. 'lernba'ga‘ ‘berwenang, antara lain otoritas

| konipe_ten, lerribaga‘ yang menetapkan kebijakan
keamanan pangan, " lembaga yang melakukan
survei keamanah pangan, dan lembaga sertifikasi

. produk; .

i. sistem Sértiﬁkaéi ckspor PSAT; dan |

_] tempat pengeluaran di negard asal.

Permohonan sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (1)

diiakukan pengkajién oleh Tim Pengkajian dan

Verifikasi Pengakuan. | ‘

| Pasal 17
Pengkajiah dilakukan untuk memastikan' kesesuaian
informasi sistem .- pengawasan = keamanan PSAT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
Apabila hasil pengkajian sebagaimaﬁa dimaksud pada
ayat (1): | | |
a. tidak }sesuai, perﬁohon “harus " memenuhi

kesesuaian paling lama 2 (dua) bulan sejak

tanggal surat pemb'eﬁtahuan ketidaksesuaién;
, atau | | | '
b. sesuali, dilakukan verifikasi lapang.
Pemberitahuah . ketidaksesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara
tertulis oleh Kepal_a Bédan Karantina Pertanian atas
nama Menteri kepada negara pemohon disertai alasan
ketidaksesuaian, sesuai dengan Format-4.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana. dimaksud
péda'ayat (2) hﬁruf. a tidak dipenuhi, permohonan
lpcngakuan dianggap ditarik kembali.
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Pasal 18

Verifikasi lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (2) huruf b untuk memastikan kesesuaian

- informasi dengan praktik sistem pengawasan

keamarian PSAT. |
Hasil veriﬁkaéi 'lapéng sebagaimana dimaksud pada
ayat '(1) dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi
Péngakuan. | -

| Pasal 19

Evaluasi sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(2) dilakukan untuk menilai hasil verifikasi lapang.

Apabila dalam ‘evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditemukan: | | |

a, ketidaksesuaian minor, .otoritas ‘kompeten"
keamanan PSAT negara asal melakukan tindakan
'pefbaikan' paling .lama 6 (enam) bulan sejak
tahggal surat p'embéritahuan ketidaksesuaian;

b. kétidaksesuaian niajor, oleh Tim Evaluasi
Pengakuan dirckomendasikan kepada Menteri
untuk dilakukan penolakan; atau

c. kesesuaian, oiéh Tim Evaluasi Pengakuan

| direkomendasikan kebada Menteri untuk dapat
ditetapkan pengakuan sistem pengawasan |
keamanan PSAT. |

Pemberitahuan ‘ketidaksesuaiah ‘minor sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaiican secara

tertulis oleh Kepala Badan Karantina Pertanian ataé
narﬁa Menteri kepada negara pemohon disertai alasan
keti_dakSesuaian, sesuai dengan Format-5. |

Apabila dalam jangka waktu sebggaimana dimaksud

pada ayat (2} huruf a, negara asal:
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a. . dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh
Tim Eval_uasi. ” Pengakuan dirckomehdasikan
kepada Menteri ﬁntuk- 'dapat ditetapkan
pengakuan sistém pengawasan keamanan PSAT;
atau | . _ '

b.  tidak dapat memperbaiki ketidéksesuaian minor,
oleh Tim Evaluasi Pengakuan direkomendasikan
kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas
nama Menteri untuk dilakukan penolakari.

Pasal 20
Penola_kan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b disampaikan oleh
Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri

kepada _otbr'itas kompeten keamanan PSAT atau

~ perwakilan pemerintah negara asal disertai alasan

pénolakan', sesuai dengan Format-6.
Penetapan pengakuan sistem pengawasan keamanan

PSAT suatu negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ dan ayat (4) huruf a

dltetapkan oleh Menteri dalam bentuk Keputusan

Menten sesuai dengan Forrnat—?

‘Pasal 21

Pénetapan pengakuan sebagaimané dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama
3 (tiga) tahun. '
Pengakuan sebagalmana d1maksud pada ayat (1) dapat
dlperpan_]ang '
Permohonan ﬁerpanjan_gan pengakuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajﬁkan' paling lambat 6
(en.am) bulan sebelum habis masa berlaku pengakuan.
Apabila permohonan perpanjangan melewati batas
waktu éebagaimana dimaksud pada ayat {3) dianggap

sebagai permohonan pengakuan baru.
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Pasal 22

' Tata cara pengakuan dan perpanjangan pengakuan sistem
pengawasan keamanan PSAT suatu negara tercantum
da.lam Lampiran‘A I yang merupakan bagian - tidak

- terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 Bagian Ketigé-

Persyaratan Registrasi’

Pasal 23 |
Laboratoljiﬁm _penguji  keamanan PSAT yang diajukan
untuk diregistrasi harus terakreditasi oleh lembaga
‘kompeten  negara ééal _étau lerhbaga -kompeten
. Internasional pada ruang.lingkup pengujian cemaran kimia
dan/atau cemaran biologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3).

- Bagian Keempat

Tata Cara Registrétsi

_ Pasal 24

(1) Otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal

R mengajukan R permohonan registrasi laboratorium
penguji keamanan PSAT kepada Menteri melalui
Kepala Badan Katantina Pertanian, sesuai dengan
Format-8. _

| (2} Permohonan sebagéirnana dimaksud .pada ayat‘ (1)

dilengkapi informasi: 7

a. profil otoritas kompeten keamanan PSAT dari
negara asal, meliputi nama lembaga, alamat,
contact person, struktur organisasi; |

b. profil lembaga ‘kompeten  yang mengakreditasi
laboratorium penguji keamanan pangén di negara
asal, meliputi ‘ri'auna 1embaga, alamat, contact

person, struktur organisasi;



3

I
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(3)

- 16 -

c. ' profil laboratoriurﬁ. pengﬁji, rnelipuﬁ nama
laboratorium, alamat, sfuktur or‘ganisaéi, contact,'
person, ruang lingkup pengujian, metode
pengujian, salinan sertifikat akreditasi yang
maéih berlaku;.. | |

d. daftar Jenis bahan aktif pestisida yang digunék,an
dan yang sudah tidak digunakan di negara asal;

dan

e. mekanisme pengawaSan oleh otoritas kompeten
keamanan PSAT dari negara asal ‘terhadap
laboratorlum penguji keamanan pangan.

Permohonan sebagalmana d1maksud pada ayat {1)

dilakukan pengkajian oleh Tim Pengkajian dan

Verifikasi Registrasi.

_ Pasal 25
Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 |
ayat (3) dilakukan untuk memastikan kelengkapan,
kebenaran, dan kesesuaian  informasi yang
dlsampalkaﬁ oleh otoritas kompeten keamanan PSAT
negara asal.
Dalam hal has11 pengkajlan sebagaimana dimaksud

~ pada ayat (1) temyata informasi tidak lengkap, tidak

benar, atau tidak - sesuai, permohonan registrasi

- ditolak.

Penolakan sebagalmana dlmaksucl pada ayat (2)
disampaikan . secara tertuhs oleh Kepala Badan
Karantina Pertanian atas nama Menterl kepada
otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal d1serta1

alasan penolakan, sesual dengan Format-9.

" Pasal 26

“Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (1) temyé.ta informasi yang disampaikan

lengkap, benar, dan sesuai:



(1)

(2)

(3)
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~dilakukan verifikasi: kompetensi laboratorium penguji

keamanan PSAT d1 nega_ra‘- asal oleh Tim jika
dlperlukan atau |
dlrekomenda31kan olch Tim kepada Kepala Badan
Karantln_a Pertanian atas nama Menteri untuk dapat -
ditetapkan registrasi laboratorium penguji keamanan
PSAT.

Pasal 27

Apabila hasil veriﬁkasi' kompetensi. sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, ditemukan:

a. ket1daksesualan minor, otoritas kompeten
keamanan PSAT negara asal melakukan tindakan
- perbaikan ‘paling. lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat pemberitahuan ketidaksesuaian;

b. ketidaksesuaian major, oleh  Tim

- direkomendasikan  kepada Kepala“ Badan
Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk
_di'lakukan‘ penolakan disertai alasan penolakan,
sesuai dengan _Forlhat—9 ; atau ,

c. kesesuaian, oich Tim direkomendasikan kepada
Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama
Menteri untiuk dapat ditetapkan registrasi
laboratorium penguji keamanan PSAT. |

Pemberitahuan ketidaksesuaian minor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a Adisampaikan secara

tértulié oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas
nama Menteri kepada _otoritas' kompeteﬁ keamanan

PSAT negara asal, ‘sesuai dengan Fofmat—lo. :

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, negara asal: . '

a. 'dapat memperbaiki ketidaksesuaian minor, oleh
Tim direkomendasikan kepada Kepala Badan
Karantina Pertanian atas. néma Menteri untuk
dapat ditetapkan registrasi laboratorium penguji
keamanan PSAT; atau



(1)
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b. tidak dapat memperbajki ketidaksesuaian minor,
oleh Tim direkomendasikan kepada Kepala Badan

' Karantina Pertanian atas nama Menteri untuk
dilakukan penolakan disertai alasan penolakan,

sesuai dengan Format-9.

Pasal 28

Penetapan registrasi laboratorium penguji keamanan

PSAT sebagalmana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b,
Pasal 27 ayat (1) huruf ¢ dan ayat (3) huruf a
ditetapkan oleh K_cpala- Badan Karantina Pertanian
atas nama Menteri dalam bentuk 'Keputusan Meﬁteri,
sesuai dengan Format-1 1.

Penetapan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencantumkan daftar laboratorium penguji, jenis

PSAT, dan parameter uji masing-masing jenis PSAT.

Pasal 29

.Penetapan registrasi - sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu selama

3 (tiga) tahun.

Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapaf
dipefpanjang. | '
Permohonan perpénjarigan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum habis masa' berlaku registrasi. -

Apabila permohonan perpanjangan melewati batas

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap

sebagai permohonan registrasi baru.

Pasal 30 |

cara registrasi dan perpanjangan registrasi

laboratorium penguji kéamanan PSAT suatu negara

tercantum dalam- Lampiran Il yang merupakan baglan

tidak terplsahkan dari Peraturan Menteri ini.
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~ Pasal 31 _
Tim Pengkéjian ) dan Verifikasi  Pengakuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan
Tim  Evaluasi Pengakuan sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Tim Pengkajian dan Verifikasi Registrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) d1tetapkan oleh

- Kepala Badan Karantma Pertanian atas nama Menteri.

Masa keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) selama 3 (tiga) tahun. -

| BABV
PENGAWASAN PEMASUKAN

Bagian Kesatu

Umium

Pasal 32 ‘
.Pehgatlwasan keamanan PSAT di Tempat Pemasukan
dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
Pelaksanaan pengawasan  keamanan PSAT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
terintegrasi dengan tindakan karantina tumbuhan.

: Bagian‘Kedua

‘Tata Cara Pengawasan Pemasukan

Paragraf 1
Tata Cara Pengawasan Pemasukan dari Negara yang

Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Diakui

| ‘Pasal33

Pemilik “atau kuasanya wajib rnelaporkan dan
'mehyerah'kan PSAT untuk keperluan Pengawasan
‘kéamanan PSAT kepa‘.dal Petugaé Karantina Tumbuhan
di. Tempat Pemasukan paling lambat pada saat

' kedatangan PSAT.
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Pemasukan PSAT sebagairnana" dimaksud pada ayat
(1) wajib disertai dengan'.keterangari PSAT (prior notice)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayét (1).

Dalam: hal Pemasukan PSAT:

a. tidak disertai keterangan PSAT (pnor notzce),
 dilakukan penolakan; atau |
b. disertai keterangan PSAT (prior notice), dilakukan

pemeriksaan identitas.

| Pasal 34
Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui

kesesuaian antara keteré.hgan PSAT (prior notice)

dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT.

Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT

sebagaimana dimaksud pada ayat {1):

a. -tid‘ak sesuai antara keterangan PSAT (prior .notice)
dengan identi_tas bada kemasan dan/atau fisik -
PSAT, dilakukan penolakan; atau |

b. sesuai antara . keterangan PSAT (prior notice)
dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT,
dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai
dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-

_ undangan.

Pasal 35

- Dalam' hal PSAT, transit di suatu _ﬁégara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a:

a.

tidak disertai keterangan PSAT (prior notice) dan/atau
keterangan PSAT transit (prior notice for trans:t)

dilakukan penolaksn; atau |
disertai keterangan PSAT (prior notice) dan keterangan
PSAT transit (prior notice for transif), dilakukan

pemeriksaan identitas.
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" Pasal 36

Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam

"Pasal 35 huruf b dilakuk'an untuk mengetahui

kesesuaxan antara kctcrangan PSAT (prior notice) dan

keterangan PSAT transit (prior notzce Jor transit) dengan

identitas pada kemasan dan fisik PSAT.

Dalam. hal hasil pemeriksaan identitas . PSAT

sebageumana dimaksud pada ayat (1):

a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) |
dan/ atau keterangan PSAT transit (prior notice for
transit) dengan identitas pada‘ kemasan dan/atau

- fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau

b. sesuai antara keterangan PSAT (prior notzce) dan
ketcrangan PSAT transit (pnor notice for transit)
dengan 1dent1tas pada kemasan dan fisik PSAT,
dilakukan tindakan karantina tumbihan sesuai

- dengan  ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

| | Paragraf2 |
Tata Cara Pengawasén Pemasukan dari Negara yang
Memiliki Laboratorium Penguji PSAT yang Telah

Diregistrasi

Pasal 37 |

Pemilik ‘atau “kuasanya wajib melaporkan dan
menyerahkan PSAT untuk keperluan Pgngawasan
keamanan PSAT kepada Petugas Karantinai Tumbuhan
di Tempat Pemasukan baling lambat pada saat
kedatangan PSAT. |

Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib disertai dqngah keterangan PSAT (pﬁ_'or notice)
dan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
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Dalam hél Pemasukan PSAT;

a. tidak disertai ketcrangan PSAT (pnor notlce),
dilakukan penolakan;

b. tidak disertai sertifikat hasil uji. (Certificate | of
. Analysis), dilakuitan‘ penahanan; atau |
c. disertai keterangan PSAT '(prior notice) dan
sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis),
dilakukan p‘emeﬁksaan keabsahan sertifikat hasil
 uji (Certificate of Analysis). |
Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) :
huruf b dllakukan paling lama 14 (empat belas) hari
kalender untuk memberikan kesempatan melengkapi
sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis).
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), pemilik atau kuasanya tidak dapat
melengkapi sertifikat hasil u_u (Certificate of Analysis),

'dllakukan penolakan

‘ Pasal 38 . ‘
Pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (Certificate
of Analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (3) huruf c, dilakukan untuk membuktikan
sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis) sesuai
dengaﬁ- ketentuan sebagaimana dimaksud;da.lani Pasal
8. - | |
Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan sertifikat
hasil uji (Certificate of Analyszs) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbukti:

a.. diterbitkan oleh laboratorium penguji yang tidak
-dlreglstram, dan/ atau .

b. hasil uji melampaul batas maksimum residu atau
cemararn sebagalmana d1maksud dalam Pasal 6
ayat (3), ‘

dilakukan penolakan.
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Pasal 39

'Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan, sertifikat hasil uji

~ (Certificate of Analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana

_dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan pemeriksaan

identitas.

(1)

(2)

(1)

Pasal 40

Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 dilakukan untuk mengetahui. kesesuaian

antara keterangan PSAT -(prior‘ notice) dan sertifikat

hasil uji. (Certificate of Ar_ialyéis) dengan identitas-padé

kemasan dan fisik PSAT.

Dalam hal hasil pemeriksaan .identitas PSAT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1): '

a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (pnor notice)
dan/atau sertlﬁkat hasil uji (Certificate of
Analysis) dengan - identitas pada kemasan
dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau

b.- sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dan
sertiﬁkat hasil uji (Certificate of Analysis) dengan
identitas pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan
tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4 1

Dalam hal PSAT transit di suatu negara sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b:

a. tidak disertai ketcrangan  PSAT (prior notice)
dan/atau ketefangan PSAT transit (prior notice for
transif), dilakukan penolakan; |

b. tidak disertai’ sertifikat hasil wji (Certificate of
Analysis), dilakukan penahanan; atau

c. disertai keterangan PSAT (prior notice), keterangan

 PSAT transit (prior notice for transit), dan sertifikat
hasil uji (Certificate of Analyéis), dilakukan
pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji

(Certificate of Analysis).
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Pcnahanan sebagaxmana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dxlakukan paling lama 14 (empat belas) hari
kalender untuk membenkan kesempatan guna
melengkapl Seruﬁkat Hasﬂ Uji (Certificate of Analyszs)
terh;tung sejak d1ter1manya surat penahanan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimané dimaksud
pada ayat (2), peihilik atau kﬁasanya tidak dépat |
melengkapi sertifikat hasﬂ uji (Certzﬁcate of Analysis),
dilakukan penolakan

‘ _ Pasal 42 _
Pemeriksaan keabsahan sertifikat hasil uji (Certificate
of Analysis) sebagaimana ‘dima_ksud' dalam Pasal 41
ayat (1) huruf ¢, dilakukan | untuk membuktikan
sertifikat hasil - uji (Certificate of Analysié) sesuai
dengan ketenfuah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13, | -
Dalam hal hasil pcmé-riksaan keabsahan sertifikat
hasil wji (Certificate ‘of Analysis) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbukti:
a. diterbitkan oleh laboratorium penguﬁ vang tidak
| diregistrasi; dan/atau
b. hasil uji melampaui batas maksimum résidu atau
cémaran séBagaimana dimaksud dalam Pasal .6
ayat (3), -

dilakukan penolakan.

Pasal 43

Dalam hal hasil ‘pemeriksaaﬁ keabsahan sertifikat hasil uji

(Certificate of Analysis) SCbagaimana dimaksud dalam Pasal

- 42 ayat '(1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana

 dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan pemeriksaan

identitas.
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Pasal 44

(1) Pemcﬁksaan'identi'tas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 dilakukan untuk mengetahui kesesuaian

2)

- antara keterangan PSAT (prior notice), keterangan

PSAT transit (prior notice for transif), dan sertifikat

hasil uji (Certificate of Analysis) dengan identitas pada

-ki;:masan dan_ fisik PSAT.

Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT

sebagaimana dimaksud pada ayat (i):

a.

tidak sesuai antara keterangan PSAT (prior notice),
keterangan PSAT transit (prior notice for transit),
dan/atau sertifikat hasil uji (Certificate of

Analysis) dengan identitas pada kemasan

~ dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan; atau

sesuai antara ‘keterangan PSAT (prior notice),
keterangan PSAT transit (prior notice for transit),

dan sertifikat hasil uji (Certificate of Analysis)

dengan identitas pada kemasan dan fisik PSAT,

dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai

dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-

undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan Pemasukan dari Negara yang Sistem

Pengawasan Keamanan PSAT Belum Diakui atau Memiliki

Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Belum Diregistrasi

Pasal 45

(1) Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan

menyerahkan PSAT untuk keperluan Pengawasan

keamanan PSAT kepada Petugas Karantina Tumbuhan

di Teinpat’ Pemasukan paling lambat. padé saat

kedatangan PSAT. )
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Pemasukan PSAT ‘seba'gaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib disertai dengan keterangan PSAT (prior notice)

dan sertifikat keamanan pangan scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 9. o

Dalam hal Pemasukan PSAT: ,

a. t1dak disertai keterangan PSAT [pnor notice),
“dilakukan penolakan, . o

b.. tidak disertai . sertifikat keamanan pangén,
dilakukan §enahana‘1n; atau | |

c. . disertai keterangan PSAT (prior nofice) dan
selrt'iﬁkat. ‘keamanan pangan, dilakukan
pemeriksaan identi_tas, |

Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari

kalender terhitung sejak diterimanya surat penahanan

untuk memberikan kesempatan melengkap1 sertifikat

keamanan pangan

Apabila dalam Jangka waktu sebagaimana dimaksud

' pada ayat (4), pemilik atau kuasanya tidak dapat

melengkapi sertifikat keamanan pangan, dilakukan

penolakan.

Pasal 46
Pemeriksaan identitas .sebagaimaﬁa dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (3) hiruf ¢ dilakukan untuk mengetahui
kesesuaian antara keterangan PSAT (prior notice) dan
éértiﬁkat keamanan pangan dengan identitas pada

kemasan dan fisik PSAT.

Dalam hal hasil pemenksaan identitas PSAT

éebagairnana dimaksud pada ayat (1):
a. tidak sesuai antara keterangan PSAT (prior notice)
| dan /'atau | sertiﬁka’_c keamanan pangan dengan
ide_ntitas pada .kemasan dan/atau fisik PSAT,
dilakukan penolékan; atau
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b. sesuai antara keterangan PSAT (prior notice) dan
serﬁﬁkat‘ keamanan pangan dengan identitas
pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan
‘tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

| ~ Pasal 47
Dalam hal PSAT transit di suatu negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c:

a. tidak disertai keterangan PSAT (prior notice)
dan/atau keterangan PSAT transit (prior notice far‘
transit), d1lakukan penolakan; |

b, tidak dlsertau ‘sertifikat keamanan pangan,

~ dilakukan penahanan; atau -

c. disertai keterangan PSAT (prior notice), keterangan

" _PSAT transit (prior notice for transi), dan sertifikat
keamanan p.angén, dilakukan pemeriksaan
identitas. |

Penahanan scbageumana dlmaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari
kalender terhitung sejak diterimanya surat penahanan

untuk ‘memberikan kesempatan melengkapi sertifikat

keamanan pangan.

Apab11a dalam Jangka waktu sebagaimana dimaksud

‘pada ayat (2), permhk_ atau kuas_anya tidak dapat

melengkapi Sertifikat Keamanan Pangan, dilakukan

penolakan.

A Paéal 48 |
Pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (1) huruf ¢ dilakukan untuk mengetahui
kesesuaian antara keterangan PSAT (prior notice),
keterangan PSAT transit (prior notice for transit), dan

sertifikat keamanan. pangan dengan identitas pada

:kemasan‘ dan fisik PSAT. -
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(2) Dalam hal hasil pemeriksaan identitas PSAT
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) |

a.. tidak sesua1 antara keterangan PSAT (pnor not:ce),
keterangan PSAT transit (prior notice for transit),

" dan/atau sertifikat keamanan pangan dengan
identitas pada kemasan dan ﬁmk PSAT, dilakukan
. .penolakan, atau _

b. sesuai antara keterangan PSAT (pnor notzce)
keterangan PSAT transit (pnor notice for transzt)
dan sertifikat keamanan pangan dengan identitas
pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan
tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

. Pasal 49 |
Ketentuan pehgawé.sah '.sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 berlakii untuk jenis PSAT
di luar jenis PSAT yang dltetapkan dalam keputusan '

| pengakuan atau reglstraSI

- Paragraf 4

Kejadian Luar Biasa

. _ Pasal 50

(1) Négafa yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB)
'yang mempengaruhi keamanan PSAT dilakukan
penutupan Pemasukan PSAT ke dalam wilayah Negara
lRlepublik‘ Indonesia. oleh- Menteri dalam bentuk
Keputusan Menteri. T | '

(2) Penutupan Pemasukan ‘sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuka kembali olch Menteri dalam bentuk
Keputusan Menteri.

(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksﬁd pada ayat
(2) dilakukan berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau

) verifikasi oleh Tim. . |

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk

oleh Menteri.
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Bagian Ketiga

Monitoring

Pasal 51

Momtormg d1lakukan untuk memastikan persyaratan
keamanan PSAT Negara Repubhk Indonema dipenuhi
oleh: | | |
a. negara yang memiliki sistem pengawasan
keamanan PSAT diakui; |

b. 'negara yang memiliki laboratorium penguji
keamanan PSAT yang telah diregistrasi; dan - |
c. negara yang sistem -pengaWasan keamanan PSAT
| belum diakui atau memiliki laboratorluni pengup

keamanan PSAT belum diregistrasi.

Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dilak_ukaﬁ berdasarkan pertimbangan:

a. jumlah dan jenis PSAT;

b. negara asal; ) .

c. informasi kéa_mahan pangan; dan/ ataﬁ

d.  rekam jejak kepat'uhan. '
Monitoring sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf
b dilakukan berdasarkan pertlmbangan

a. jumlah dan jenis PSAT;

b. negara asal; -.

c. laboratorium penguji;

d‘. ‘informasi keamanan pangan; dan/ atau

e. rekam jejak kepatuhan.

Monitoring sebagairhéna dimaksud pada ayét (1) huruf
¢ dilakukan berdasarkan ﬁertimbéngan:
a. jumlah dan j Jems PSAT;

b. negara asal

c.. ketaatan eksportir/ 1mport1r PSAT

d. 1nformas_1 keamanan pangan;

e. periode waktu Pemasukan PSAT;

f. ‘~frékuensi‘ Pemasuké.n PSAT; dan/atau

g. rekam jejak kepatuhan.
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Monitoring s'ebagajmana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sewaktu-waktu pada saat Pemasukan PSAT,
melalui pengujian kandungan cemaran kimia
dan/ atau cemaran biologi.

Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina
Pertanian berdasarkan penugasan dari Kepala Badan

Karantina Pertanian.

~ Pasal 52
Dalam melakukan monitoring sebagaimané dimaksud
dalam Pasal 51 dilakukan pengambilan contoh di
tempat pemilik. o
Pengarﬁbilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam rangka pengujian kandungan
cemaran. | _ :
Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan di laboratorium yang ditetapkan oleh
Menteri atau laboratorium terakreditasi.
Laboratorium yang ditetapkan  oleh  Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat' (3) tercantum dalam

Larr'xpiran‘ IV yang merupakan bagian tidak

-té.rpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

Dalam hal hasil 'péngujian laboratorium sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), kandungan cemaran

kimia dan/atau cemaran biologi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3) melampaui batas maksimurm,
~ dilakukan notifikasi k(_étidaksesuaian {notification of non

. compliance).

Pasal 54

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
dilakukan terhadap PSAT yang telah dilakukan tindakan

pembebasan.



(1)

(2)
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Pasal 55 }
Berdasarkan analisa  risiko _kéamanan. pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, monitoring
dapat dilakukan terhadap jenis PSAT di luar Lampiran |
Monitoring sebagairnana dimaksud pada ayat (1) -
dilakukan oleh Unit P'elaksana' Teknis Karantina
Pertanian berdasarkan penugasan dari Kepala Badan

Karantina Pertanian.

‘ Bagian Keempat

Penolakan, Pemusnahan, dan Notifikasi Ketidaksesuaian

()

(1)

_ Pasal 56

Penolakan Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, Pasal 34 ayat (2)
huruf a, Pasal 35 huruf a, Pasal 36 ayat (2) huruf a,
Pasai 37 ayat (3) huruf a dan ayat (5), Pésal 38 ayat
(2), Pasal 40 ayat (Cé) huruf a, Pasal 41 ayat (1) huruf a |
dan ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 44 ayat (2) huruf
a; Pasal 45 ayat (3) huruf a dan ayat (5), Pasal 46 ayat
{2) huruf a, Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (3), dan

Pasal 48 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan

mengeluarkan PSAT dan wﬂayah Negara Republik
Indonesia.

'Penolakan Pemasukan PSAT sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) dlsampalkan 'kepada pemilik atau
kliasanja oleh Petugas Karantiha Tumbuhan dalam

bentuk surat periolakan disertai dengan alasannya.

‘ . Pasal 57
Apabila dalam jangka Wé.ktu setelah 14 (empat belas)
hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya
surat penoclakan sébagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (2), PSAT tidak dikeluarkan dari wilayah

‘Ncgara Repubhk Indonesxa, dilakukan pemusnahan
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(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat .(1)
dilakukan di bawah pengawasan Petugas Karantina
Tumbuhan dan diterbitkan berita acara pemusnahan.

Pasal 58 ,
Pelaksanaan penolakan sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 56 dan pemusnahan sebagmmana dimaksud dalam
- Pasal 57 m_cnjadi tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

. Pasa.l 59 ,

Setiap kendaksesualan terhadap ketentuan persyaratan
- Pemasukan PSAT, Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina
Pertanian menyampaikan notifikasi  ketidaksesuaian
(notification of non compliance} kepada otoritas kompeten
keamanan PSAT negara asal dengan tembusan kepada
Kepala Badan Karantina Pertanian, sesuai dengan Format-
12,

| BAB VI
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PENGAKUAN,
PENCABUTAN REGISTRASI, DAN PENUTUPAN
PEMASUKAN PSAT DARI NEGARA YANG SISTEM
KEAMANAN PSAT BELUM DIAKUI DAN NEGARA YANG
MEMILIKI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PSAT
BELUM DIREGISTRASI

_ Bagian Kesatu
Pembekuan dan Pencabutan Pengakuan Sistem
Pengawasan Keamanan PSAT Suatu Negara

. Pasal 60
(1) Pembekuan pengakuan sistem pengawasan keamanan
PSAT suatu negara dilakukan oleh Menteri.
| (2) Pembekuan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
| dllakukan apabila terjadi 5 (lima) kali hasil pengujian
laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
menunjukkan cemaran kimia dan/atau cemaran
biclogi melampaui batas maksimum dalam jangka

waktu pengakuan. )
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Pasal 61
Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan
Karantina Pertanian atas nama Menteri kepada

otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal untuk

 dilakukan tindakan perbaikan.

Tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak témggal surat pemberitahuan
pemb'e_kuan, sesuai dengan Format-13. _

Hasil tindakan pérbaikah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilapbfkan_: oleh otorifas-kompeten keamanan
PSAT negara asal kepada Menteri melalui Képala
Badan Karanﬁna Pertanién. |

Apabila  dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), otoritas kompeten keamanan PSAT
negara asal tidak melakukan tindakan perbaikan,
dilakukan pencabutan pengakuan.

Pasal 62

Berdasarkan laporan - hasil tindakan perbaikan

‘'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3}, dapat

dilakukan verifikasi ke negara asal.
Verifikasi ke negara asal sebagaimana dimaksud pada
éyat (1) _dilakukan ﬁntuk membuktikan bahwa
tindakan perbaikan telah dilakukan di negara asal dan
memenuhi ketentuan keamanan ‘PSAT Negara
Republik Indonesia. _
Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terbukti: '
a. - tidak sesuai dengan pérsyaratan keamanan PSAT,
| dilakukan'pencabutaﬁ pengakuan; atau _
b. sesuai dengan pérsyératan ‘keamanan PSAT,

dilakukan pencabutan pembékuan. |
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. Pasal63
Pencabutan pengakuan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (4) dan Pasal 62 ayat (3) huruf a ditetapkan
oleh - Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai .

dengan Format-14.

 Pasal 64
Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (3) huruf b disampaikan secara tertulis oleh
Kepala Badah Karantina Pertanian atas nama Menteri
kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asél,

sesuai dengan Format-15.

| Pasal 65. |
Pemasukan 'PSAT dari negara yang sedang dibekukan
pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT meng1kut1

ketentuan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

'Pasal 66
Tata. cara pembekuan, pencabutan pengakuan, dan
‘pencabuta.n p"embekuan ' sistem pengawasan. 'keamanan
PSAT suatu negara tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bag1an tidak terplsahkan dari  Peraturan

Menten ini.

Bagiéu‘i Kedua
Pencabutan' Registrasi Laboratorium Penguji _
‘Keamanan PS_AT Suatu Negara

_ Pasal 67 _ .

- (1) Laboratorium penguji kéamanan PSAT di negara asal
terbukti 4 (empat) kali menerbitkan sertifikat hasil uji
(Certificate of Analysis) tidak sesuai dengan ketentuan
'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 selama masa
regmtras;, dilakukan pcncabutan reg1stras1

laboratorium pcnguji_keamanah _PSAT.
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(2) Pencabutan registrasi laboratorium penguji keamanan

(1)

(2)

PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama
Menteri. dalam bentuk  Keputusan Menteri, sesuai

dengan Foi‘r_nat- 16.

Pasal 68
Sertifikat hasil u'ji (C'emﬁcate‘ .of Analysis) jrang ’
diterbitkan  oleh  laboratorium penguji  yang
registrasinya dicabut sebagajman'a' dimaksud dalam
Pasal 67 tidak dapat dijadikan persyaratan

Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (2). |
Dalam hal negara asal PSAT hanya memiliki 1 (satu)
laboratorium yang registrasinya dicabut, Pemasukan

PSAT mengikuti ketentuan dalam Pasal 45 sampai

dengan Pasal 49.

Pa_sél 69

Tata cara pencabﬁtan registrasi laboratorium. penguji
keamanan PSAT tercantum dalam Lampiran VI yang

“ merupakan bagian tidak ‘terpisahkan dari Peraturan

Menten ini.

Bagian Ketiga

Penutupari Pemasukan PSAT dari Negara yang Sistem

Keamanan PSAT Belum Diakui dan Negara yang Memiliki

Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Belum Diregistrasi

Pasal 70

| (1) Penutupan Pernésukan PSAT dari negara yang sistem

keamanan PSAT belum diakui dan negara yang
memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT belum’
dircgiStrasi, dilakukan oleh Menteri dalam bentuk

Keputusan Menteri.
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| (2) Pénutupan Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi 3 (tiga) kali
hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud
dalam Paéal 53 ménﬁnjukkah cemaran kimia
v‘d‘an /atau cemaran biologi melampaui batas

maksimum.

Pasal 71
(1].‘ Penutupan Pémaéukan sebagaimana dimaksud -dalarﬂ
Pasal 70 ayat (1) dibuka kembali oleh Menteri dalam
bentuk Keputusan Menteri. | N |
(2) Keputusan Menteri _sebagaimana dimaksud pada ‘ayat
(i) dilakukan berdaéarkan hasil klarifikasi oleh Tim.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dibéntuk

oleh Menteri.

Pasal 72 |
Format-1 sampai dengan Format-16 sebagaimana.
- dimaksud dalam Pasal 10 ::iyat (3), Pasal 11 ayat (4}, Pasal
16 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20,
Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat
" (1), Pasal 59, Pasal 61 ayat (2), Pasal 63, Pasal 64, dan
. Pasal 67 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang
- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

‘BAB VII
BIAYA

Pasal 73
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan:
a. pengkajian, verifikasi, dan evaluasi dalam rangka

pengakuan sistem pengawasan;
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pengkajian dan veriﬁkasi dalam rangka registrasi
laboratorium penguiji keamanan PSAT suatu Negara

klanﬁkas1 dan/atau venﬂkas1 ke_]adlan luar b1asa dan
klarifikasi pembukaan Pemasukan PSAT dari negara
yang Sisfem keamanan PSAT belum diakui dan negara

yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT

. belum diregistrasi,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

Pasal 74

Biaya pengujian lé.bOratorium dalam rangka monitoring

'sebagalmana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) terhadap

PSAT yvang berasal dari:”

a.

M

negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT
diakui, menjadi tanggung jawab Badan Karantina

Pertanian,;

negara yang memiliki Iaboratorium penguji keamanan

PSAT yang ‘telah dlreglstra31, menjadl tanggung jawab
permhk atau '
Anegara yang sistem keamanan PSAT belum d1aku1 dan
negara yang mem1hk1 laboratormrn pengujl.keamanan
PSAT belum- d1reg1stra31, menjadl tanggung jawab
pemlhk

- BABVII
KETENTUAN PERALIHAN

: Pasal 75

‘Pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu

negara dan registrasi laboratorium penguji keamanan
PSAT suatu negara yang telah diberikan sebelum
berlakunya Peraturan - Menteri ini, tetap berlaku

sampai dengan habis masa berlakunya.
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(2) Permohonan pgngeikuan sistem  pengawasan
' keamanan PSAT suatu negara dan registrasi
laboratorium penguji keamanan PSAT suatu negara
yang telah diajukan dan belum diberikan penetapan.
pengakuan dan registrasi sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, nie‘ngikuti' ketentuan Peraturan

Menteri ini.

o | Pasal 76
Dalam hal pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT
suatﬁ negara atau registrasi laboratorium penguji
keamanan PSAT suatu negaira telah habis masa berlakunya
dan/atau belum diberikan perpanjangan, pengawasém
keamanan PSAT dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam
| Pasal 45 sampai dengan Pasal 49,

| Pasal 77 |
. Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, PSAT yang
telah tiba di Tempat Pemasukan pengawasan keamanan

panga_nhya mengikuﬁ ketentuan Peraturan Menteri ini. -

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78 o

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 04 /Permentan/ PP.3_40/ 2/2015
1Eent&mg Pengawasan Keamanan = Pangan = terhadap
| Pe_mééﬁkan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

(Berita Nega.ra-Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 275)
.sebaga_irriana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 13/Permentan/KR.040/4/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
' 04/Permentan/PP.340/2/2015  tentang - Pengawasan
Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran
Pangan Segar Asal ’I‘ufnbuhan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 563}, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku



-39 -

-Pasal 79
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

~Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini  dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

" Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Nopember 2016

MENTERI PERTANIAN
= | - REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Nopember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIWDONESIA,

BERITA NEGA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1757



